BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dapat memberikan gambaran ekonomi makro regional pembangunan daerah serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2016.

Untuk menghasilkan usulan program yang baik, dan sesuai dengan arah pembangunan Jangka Menengah pertama dalam RPJPM 2016-2020, maka bab III diawali dengan mereview kondisi terkini dari hasil-hasil pembangunan. Dimulai dengan melihat bagaimana kondisi pembangunan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan persoalan utama yang perlu diatasi dalam proses pembangunan satu tahun awal masa bakti Gubernur Sumatera Barat 2016-2020 disertai dengan diimplementasikannya pembangunan jangka menengah (RPJM 2016-2020) tahap pertama. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan isu strategis untuk menghasilkan tema pembangunan tahun 2016. Bab ini diakhiri dengan rumusan prioritas pembangunan. 

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode perencanaan tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4% s/d 5,8%, sejalan dengan perekonomian makro secara global terutama negara-negara berkembang tengah mengalami pertumbuhan yang melambat (grew only very sluggish) sedangkan negara ekonomi kuat (high income economic) tengah mengalami pemulihan ekonomi (continued recovery) seperti USA, Japan dan Uni Eropa. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan global yang melambat yang diawali oleh tekanan rendahnnya harga komoditi dunia (lower global commodity price) sehingga menyebabkan defisitnya current account. Sampai pada quartal keempat tahun 2014 pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 5,01%, sehingga diperkirakan pada tahun 2016 nanti pertumbuhan ekonomi nasional akan mencapai kisaran antara 5,5% sampai dengan 5,8%. Sementara itu, proyeksi yang agak pesimis dari World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 mencapai 5,2%, kenaikan melambat sampai tahun 2016 menjadi 5,5%. (Lihat IEQ March 2015, World Bank, 2015:ii-iii).

Besarnya pertumbuhan ini didukung oleh semakin menguatnya permintaan konsumsi rumahtangga dan meningkatnya peranan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, terutama dari investasi pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Realisasi investasi ekonomi nasional di tahun 2014 telah mendekatii target yang ditetapkan pemerintah, dimana realisasi investasi tahun 2014 mencapai Rp 463,1 triliun yang terdiri dari 156,1 triliun berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 307 triliun berasal dari penanaman modal asing (PMA). Peningkatan periode yang sama pada tahun 2013 adalah sebesar 16,2%. (sumber: www.bi.go.id/RED, Februari 2015). 

Pertumbuhan ekonomi nasional yang moderat ditandai oleh melemahnya aktifitas ekspor, karena menurunnya harga komoditi dunia, sehingga terus menekan semakin rendahnya terhadap permintaan barang-barang ekspor, walaupun terjadi kenaikan pada impor namun current account yang defisit ini tidak dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat perekonomian negara maju masih dalam taraf pemulihan. Ditambah dengan isu lingkungan yang kondusif untuk meningkatan pertumbuhan seperti proyeksi McKinsey; Indonesia menjadi 7 ekonomi yang terbesar di Dunia, jumlah angkatan kerja yang mencapai 66,6% dan 68,5% adalah penduduk yang berumur 39 tahun. Pengeluaran konsumen akan tumbuh sebesar 9,1%, disposibble income diperkirakan akan tumbuh sebesar 12,1% dari tahun 2012-2017. Besarnya angkatan kerja ini diiringi oleh terbukanya kesempatan kerja karena peningkatan investasi infrastruktur sebesar 19,2% dari tahun 2012-2014, serta anggaran tahunan infrastruktur tahun 2015 adalah sebesar 176,1 triliun terutama ditujukan untuk pembangunan pelabuhan laut, jalan raya, kereta api pelabuhan udara dan pembangunan sumber energi baru (lihat RED, Februari 2015, www.bi.go.id/RED).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional secara moderat terutama didorong oleh kembali menguatnya permintaan dosmestik dalam bentuk konsumsi rumahtangga, dominannya konsumsi dan investasi pemerintah. Dari faktor luar, penurunan yang tajam pada kinerja ekspor karena melambatnya kinerja perdagangan global (global trade slowdown), berkurangnya kecepatan pertumbuhan pasar global dan rendahnya harga komoditi dunia. Jadi, menguatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ini dan sampai tahun 2016 didorong oleh perluasan investasi pemerintah untuk membawa pada perubahan pada ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur dialokasi pada anggaran tahun 2015 dan 2016. Dari sisi supply, pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat ditopang oleh sektor manufaktur tahun 2013 tumbuh sebesar 4,5% dan naik secara perlahan menjadi 4,6% tahun 2014, perdagangan tumbuh 4,7 tahun 2013 naik secara moderat menjadi 4,8% tahun 2014, pertumbuhan yang lebih tajam terjadi pada sektor konstruksi tumbuh 6,1% tahun 2013 naik menjadi 7,0% tahun 2014.

Perkiraan Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 sebesar 5,5% didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumahtangga, berpasangan dengan pengeluaran investasi pemerintah yang diperkirikan akan tumbuh sebesar 6% di kuartal pertama tahun 2016. Volume ekspor diperkirakan masih dalam tahap recovery, tetapi impor akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pengeluaran untuk infrastruktur. Resiko mengandalkan pertumbuhan pada sisi konsumsi ini tentunya sangat besar, sejalan dengan menurunnya tekanan pada pengeluaran rumahtangga  dan pertumbuhan investasi  dari relatif ketatnya pemberian kredit dan menekan margin profit akan terus berlanjut yang akan membatasi aktifitas ekonomi. Kunci dari sumber resiko yang besar untuk terjadinya krisis ekonomi ke depan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur yang akan memperbaiki kinerja ekspor menjadi lebih kompetitif. 

Pada sisi lain, regulasi perubahan harga bahan bakar minyak telah menjadi poros pengerak terjadinya inflasi. Peningkatan rata 34% subsidi bensin dan solar di bulan November 2014 telah menyebabkan meningkatnya 8,4% inflasi (yoy), peningkatan ini akan semakin besar, tercermin dari efek biaya input yang besar dan langsung dari harga minyak pada indeks harga konsumen. Peningkatan inflasi yang tajam pada akhir tahun 2014 disebabkan karena meningkatnya subsidi BBM pada bulan November tahun 2014, tetapi tekanan inflasi diperkirakan akan terus berlanjut. Peningkatan inflasi ini diperkirakan akan sangat tergantung pada perubahan harga minyak  di dalam negeri dan harga minyak dunia. Inflasi diharapkan akan turun dibawah 5% pada akhir tahun 2015. Resiko semakin tingginya laju inflasi tahun 2016 lebih disebabkan oleh depresiasinya Rupiah terhadap nilai dollar USA. Oleh karena itu. Perbaikan kinerja ekspor kembali menjadi tumpuan untuk terjadinya apresiasi Rupiah terhadap dollar USA.

Rendahnya harga minyak dunia merupakan dukungan untuk terjadinya keseimbangan perdagangan (trade balance). Keseimbangan neraca pembayaran (balance of payment) Indonesia sejak tahun 2014 sangat kuat diorong oleh aliran investasi fortofolio. Defisitnya current account disebabkan defisitnya net ekspor, menurunnya investasi asing karena pemulihan ekonomi negara-negara ekonomi kuat, terutama negara OECD. Tetapi minat invetasi dari negara ekonomi kuat lainnya terutama pada Jepang dan China semakin tinggi. 

Pada sisi lain, iklim bisnis yang kondusif akan memperbaiki terhadap dukungan foreign direct investment (FDI), dimana menurut laporan global competitive index 2014-2015 WEF, Indonesia menempati urutan ketiga dalam 40 Top the global competitive index (GCI) melampaui Turkey dan Italia. Hasil survey JBIC 2014 operasi bisnis Perusahaan manufacturing Jepang, November 2014, telah meletakkan Indonesia pada ranking 2, untuk tujuan investasi pada tiga tahun ke depan. Di tahun 2014, Jepang telah mendominasi FDI Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang sangat antusias berinvestasi di Indonesia, terutama karena Indonesia memiliki kelompok kelas menengah yang terus tumbuh secara cepat sejalan dengan semakin besarnya jumlah penduduk. Sementara itu, menurut laporan The economist_Asia Outlook Survey 2015, Indonesia telah mengalahkan India sebagai negara tujuan investasi semenjak tahun 2014 dengan total skor sebesar 59,9 dan dibawah China dengan skor sebesar 71. Realisasi investasi dari investasi domestik (DDI) maupun luar negeri (FDI) Januari-Desember 2014 sebesar Rp 463,1 triliun meningkat sebesar 16,2% pada periode yang sama tahun 2013 yang sebesar Rp 398,6 triliun. Realisasi investasi dari FDI ini terutama berasal dari lima sektor yakni pertambangan US$4,67 juta, industri makanan US$ 3,14 juta transportasi dan komunikasi US$3 juta dan industri mesin, elektronik dan logam sebesar US$ 2,47 serta Industri kimian dan farmasi sebesar US$ 2,32 juta. 

 Merespon melemahnya harga komoditi dunia dan kebijakan pengetatan keuangan negara-negara tujuan eksport (tighter external financing), proses penyesuaian dalam perekonomian Indonesia dan setting kebijakan yang intensif dalam kuarter ketiga telah memainkan peran vital. Recovery economic global sampai tahun 2015 semakin menguat ekspektasinya, sedangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dan posisi perdagangan luar negerinya yang terus dapat diperbaiki, sepanjang dapat memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh semakin menguatnya perdagangan global dan dinamika investasi. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan dorongan pada produktifiti tenaga kerja dan pengelolaan permintaan domestik pada semakin besarnya kelas menengahnya, serta peningkatan investasi infrastruktur untuk peningkatan efisiensi pada aktifitas ekonomi berorientasi ekspor, seperti pembangunan pelabuhan laut, dermaga, zona prosesing ekspor, jalan raya, dan fasilitas industri lainnya yang memudahkan investor asing maupun dalam negeri menginstall perusahaannya untuk berusaha di Indonesia. 

Berdasarkan kondisi diatas, maka diperkirakan pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2015 berkisar 5,4% s/d 5,8% dari sisi permintaan di dorong oleh konsumsi masyarakat akan tumbuh sebesar 4,5% s/d 4,9%, konsumsi pemerintah akan tumbuh sebesar 3,2% sampai dengan 3,6%, sedangkan ekspor akan tumbuh sebesar 5,1% sampai dengan 5,7%, dan impor akan tumbuh sebesar 4,8% sampai dengan 6,6%. Pada sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,4% - 5,8% tahun 2015 itu akan didorong terutama oleh sektor transportasi dan komunikasi sebesar 9,6%-10% dan perdagangan hotel dan restoran sebesar 7,4%-7,8%, serta sektor konstruksi akan tumbuh sebesar 6,2%-6.6%, disusul oleh sektor pertanian sebesar 2,7%-3,1%, sedangkan industri pengolahan akan tumbuh sebesar 5,7%-6,1%. 

Strategi pembangunan Perekonomian nasional pada kabinet kerja Presiden Jokowidodo terdiri dari 3 strategi utama yaitu menghadirkan negara yang berkerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental. Kemandirian yang mensejahterakan dilakukan dengan perekonomian yang mandiri dan peningkatan daya saing dan produktifitas. Perekonomian yang mandiri itu adalah menuju kepada perekonomian mandiri yang terimplementasi pada 1). Kedaulatan pangan, 2). Kedaulatan energi, 3). Kedaulatan keuangan, 4). Penguatan teknologi. Sedangkan peningkatan daya saing dan produktifitas dilakukan melalui: 1). Pembangunan infrastruktur, 2). Pengembangan pasar tradisional dan sentra perikanan, 3). Iklim investasi yang mudah dan menarik, 4). Pembangunan BUMN sebagai agen pembangunan. Pada akhirnya program kerja untuk pembangunan Indonesia menuju kepada perubahan menuju Indonesia hebat ditempuh dengan ”Nawacita” yakni:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis Ekonomi Domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sehubungan dengan program Nawacita kabinet Indonesia kerja di atas, maka diambil sejumlah kebijakan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Kebijakan pajak dan revenue dilakukan dengan memperbaiki administrasi penerimaan pajak, memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan penerimaan pajak khususnya dalam pajak pendapatan, pajak peningkatan nilai tambah dan pajak barang mewah. Meningkatkan penegakan hukum melalui intensifikasi dan memperbaiki pengujian pembayaran pajak dan sektor bisnis tertentu yang dominan, memperluas tambahan subyek pajak yang baru dan mengoptimalkan cost recovery untuk minyak dan gas dengan memperbaiki sistem administrasi penerimaan negara bukan pajak. 

Kebijakan untuk pengeluaran pemerintah dilakukan melalui peningkatan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan melalui kondisional transfer langsung, meningkatkan efektifitas dari target subsidi, mendukung pada penguatan pertahanan keamanan nasional, penguatan dukungan pada tatakelola sumberdaya alam dengan memperbaiki keamanan pangan, air dan energi. Memperluas akses dan kualitas pendidikan, memperbaiki pelaksanaan sistem keamanan sosial masyarakat melalui ketenaga kerjaan dan kesehatan, meminimkan dampak ketidakpastian melalui pelayanan perlindungan resiko fiscal. 

Kebijakan moneter ditempuh melalui dukungan regulasi kebijakan BI rate yang responsive pada penyesuaian pada kondisi ekonomi makro, melakukan fleksibilitas exchange rate untuk memfasilitasi penyesusian eksternal, meningkatkan tatakelola aliran modal pasar finansial dan mengkoordinir kebijakan dengan pemerintah dan forum stabilisasi keuangan. 

Berdasarkan kepada kondisi dan arahan perekonomian nasional di atas, maka untuk perekonomian Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi nasional itu. Dalam tahun 2016, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan sektor ekonomi yang kuat yang berbasis kepada sumberdaya daerah, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan industri kreatif yang mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas melalui peningkatan peran investasi swasta dalam negeri (PMDN) dan swasta asing (PMA) serta investasi pemerintah serta BUMD melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kepada kegiatan ekspor komoditi utama, serta mengurangi jumlah penganguran dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong semakin berkembangnya investasi swasta, perluasan ekspor melalui pembentukan zona prosesing ekspor pada wilayah koridor ekonomi yang ada, pemberdayaan usaha mikro menengah, peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis dengan pengembangan kluster agrobisnis dan agro industri dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan serta pengembangan agrowisata dan ekowisata, pengembangan balai-balai penelitian untuk tanaman komoditi unggulan daerah, peningkatan badan sertifikasi produk ekspor untuk melakukan standardisasi komoditi perdagangan terutama dalam menyesuaikan dengan blue print masyarakat ekonomi ASEAN (MEA, 2015), pengembangan kawasan sentra industri masyarakat, memperbesar peluang pasar untuk produk industri unggulan baik antar wilayah maupun eksternal wilayah, membangun konektifitas dengan pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera, melalui perdagangan daerah terutama produk pertanian dan industri. Adapun langkah-langkah kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah:
1. Meningkatkan nilai ekspor terutama dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi melalui sosialisasi MEA dan integrasi ekonomi dengan koridor ekonomi Sumatera dan dengan negara-negara ASEAN dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian unggulan dan memperluas negara tujuan ekspor kelompok negara-negara NAFTA dan mendorong peningkatan permintaan internal dan eksternal wilayah. 

2. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan Sumatera Barat melalui pengembangan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang ada, kawasan agrobisnis, agropolitan dan kawasan unggulan industri pengolahan dan harus dapat terkoneksi dengan koridor ekonomi Sumatera.  

3. Mengatasi penganguran dengan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif pada setiap kawasan utama, kawasan strategis dan kawasan potensial pariwisata daerah.

4. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri.

5. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan menggunakan produk dalam negeri sendiri melalui peningkatan perdagangan antar daerah, peningkatan penggunaan hasil kerajinan rumah tangga yang spesifik lokal.
6. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti produk Hortikultura, perkebunan, perikanan, ternak besar dan kecil, industri kerajinan lokal, industri makanan tradisional dan industri garmen lokal.

7. Memperkuat jejaring bisnis lokal dengan badan usaha daerah (BUMD) melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract farming) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global.

8. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governance) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat.
B. Kondisi Ekonomi Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami kontraksi dari 6,2% tahun 2013 melambat menjadi 5,9%, akan terus melambat sampai tahun 2015 yang mencapai 5,82%. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Nasional yang juga mengalami pertumbuhan melambat di tahun 2014 hanya mencapai 5,02%, bahkan menurut perkiraan World Bank (Maret 2015) pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 nanti hanya mencapai 5,2%, dan akan terjadi recovery tahun 2016 menjadi 5,5% dan perkiraan yang lebih optimis oleh Bank Indonesia mencapai 5,8%.

Sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama ini adalah pengeluaran konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap bruto dan kinerja net ekspor antar daerah yang semakin melambat, hal ini sejalan dengan kebijakan pengetatan keuangan negara-negara tujuan ekspor dalam pemulihan ekonomi negara OECD, maka sumber pertumbuhan ekspor selama kwartal pertama tahun 2014 sebesar 9,7% turun menjadi 5,1% pada kwartal keempat 2014 dan sampai pada kuartal pertama 2015 pertumbuhan ekspor menjadi 0,5%(BRS No: 11/2/13/ThXVIII, 5 Februari 2015). 

Alasan lain melambatnya perekonomian Sumatera Barat adalah karena melambatnya kinerja perdagangan global (trade global slowdown), sebagaimana diulas oleh World Bank, Januari 2015 bahwa pertumbuhan yang melambat (sluggish growth) dari perdagangan dunia telah terlihat pada periode tahun 2000-an sebelum terjadinya krisis finansial global yang dimulai ditahun 2008 lalu dan masa recovery yang lama. Perdagangan tumbuh secara melambat bukan hanya disebabkan oleh melambatnya petumbuhan GDP, tetapi juga disebabkan oleh perubahan struktur dalam saling hubungan GDP dengan perdagangan yang ditandai dengan melambatnya specialisasi vertikal Internasional, perubahan komposisi perdagangan dan GDP, meningkatnya proteksi negara-negara tujuan ekspor melalui standarisasi komoditi yang menyulitkan negara berkembang, melambatnya rantai supply global ((global supply chains) merupakan faktor penting yang membuat terjadinya perdagangan dunia menjadi melambat (trade slowdown). Terakhir adalah karena perubahan komposisi dari GDP dimana kecilnya porsi investasi dalam aggregate demand setelah terjadinya krisis finansial global, sehingga membuat elastisitas perdagangan dunia menurun seperti dialami oleh negara USA, China dan negara OECD lainnya (World Bank, Februari 2015).

Sejalan dengan melemahnya harga komoditi dunia yang terlihat mulai sejak oktober 2013 yang terus berlanjut sampai maret 2015. Disamping itu goncangan eksternal terhadap perekonomian Nasional yang tentunya berdampak kepada perekonomian Sumatera Barat adalah menurunnya nilai tukar rupiah sampai bulan Maret 2015 yang berimbas kepada daya beli masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi andalan akan segera menurun pertumbuhannya, tetapi defisitnya current account pada kwartal pertama tahun 2013 adalah sebesar US$ 9,9 milyar (4,4% dari GDP) turun menjadi US$ 8,4 milyar pada kuartal ketiga tahun 2013, dan diestimasi oleh Bank Indonesia sudah mulai membaik sampai pada kuartal keempat tahun 2014, dimana current account telah meningkat dari defisit US$ 26,2 milyar (2,99% dari GDP) lebih rendah menjadi US$ 29,1 milyar (3,18% dari GDP) di tahun 2013.

Produk domestik bruto (PDRB) Sumatera Barat tahun 2014 pada harga berlaku telah meningkat menjadi Rp.167 triliun dari sebesar Rp.146,9 triliun tahun 2013. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2013 adalah sebesar 5,07 juta jiwa, tahun 2014 naik menjadi 5,66 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,12%. Sehingga PDRB rill per kapita telah meningkat menjadi Rp 29,50 juta dari Rp 28,97 juta pada harga berlaku, tahun 2013. 

Struktur perekonomian Sumatera Barat sampai tahun 2014 masih didominasi oleh tiga sektor, yakni sektor pertanian (25,04%), sektor perdagangan hotel dan restoran (14,29%), dan sektor jasa-jasa (17,98%). Sehingga kontribusi ketiga sektor ini mencapai lebih dari 57,31%. Perkembangan ini memperlihatkan pentingnya peran sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan di samping sub sektor peternakan di dalam perekonomian daerah Sumatera Barat. Pembangunan sektor pertanian pada tahun 2016 tetap menjadi prioritas guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian ini. Tentu saja sub sektor yang mendapat prioritas itu adalah sub sektor yang menyumbang besar terhadap pembentukan PDRB, seperti sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, disamping sub sektor peternakan. Pengembangan sektor pertanian pada tahun 2016 ini harus sudah diarahkan kepada pengembangan agrobisnis dan agroindustri terutama untuk agroindustri perkebunan, dan perikanan laut. Diharapkan pada tahun 2016 nanti, perkembangan sektor pertanian sudah harus melangkah ke sektor industri pengolahan di dalam daerah sendiri melalui pembangunan zona prosesing ekspor pada koridor ekonomi yang terbentuk untuk komoditi utama ekspor seperti karet, sawit, dan kakao. Tahun 2016 harus menjadi momentum untuk merintis terjadinya perubahan struktur perekonomian dengan meningkatkan peran sektor industri pengolahan sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya sektor pertanian, karena output sektor pertanian haruslah menjadi input bagi sektor industri pengolahan. Artinya, transaksi antar sektor dalam pembangunan Sumatera Barat dapat diwujudkan. 

Di luar sektor pertanian, maka sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyumbang kedua dan ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB. Pada tahun 2013 kelompok sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 14,77% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 14,29% penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor dari US$ 196,5 juta pada Januari tahun 2013 (pada nilai CIF) menurun pada Januari  2014 menjadi US$ 161,9 juta atau mengalami penurunan sebesar 17,64%. Disamping itu, impor juga mengalami  penurunan dari US$ 88,3 juta Bulan Januari 2013 turun menjadi US$ 82,2 juta pada bulan Januari 2014, dengan persentase penurunan sebesar 6,91%. Penurunan nilai ekpor yang besar itu ternyata dari golongan barang industri makanan, bahan bakar mineral dan lemak dan minyak hewan/nabati. Sedangkan penurunan pada golongan barang impor terutama pada garam, belerang dan kapur serta bahan bakar mineral. 

 Peran sektor perdagangan hotel dan restoran juga terlihat dari sub sektor pariwisatanya. Jumlah kunjunngan wisatawan asing ke Sumatera Barat telah mengalami kenaikan dimana pada Bulan Desember tahun 2013 berjumlah 6096 orang mengalami kenaikan menjadi 6995 orang bulan yang sama tahun 2014, didominasi oleh turis dari Malaysia, Australia dan Singapore, tentunya hal ini juga berdampak terhadap tingkat hunian hotel dan restoran yang semakin meningkat. 

Sektor ekonomi yang menjadi tumpuan peningkatan pertumbuhan ekonomi diluar sektor pertanian di tahun 2013 dan menjadi pendukung bagi sektor perdagangan hotel dan restoran adalah sektor industri pengolahan dan industri kreatif, serta sektor jasa-jasa. Besarnya Peranan sektor industri pengolahan sebagai akibat dari semakin baiknya infrastruktur jalan menuju provinsi tetangga seperti Riau, dan Jambi, serta semakin mudahnya aksessibilitas intra wilayah di Sumatera Barat karena pembangunan infrastuktur ini. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan ini jika dibandingkan antara tiwulan IV tahun 2012 dengan triwulan IV tahun 2013 (yoy) adalah sebesar 1,3% terus meningkat antara triwulan IV tahun 2013 dengan triwulan IV 2014 sebesar 11,7%. Besarnya pertumbuhan ini berasal dari pengalokasian anggaran pembangunan melalui APBD dan APBN untuk sektor industri pengolahan ini dalam rencana pembangunan pemerintah daerah selama periode terakhir ini di dalam RKPD tahun 2013 maupun dalam RKPD tahun 2014 lalu. Hal ini sudah terlihat pada pertumbuhan triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2014 yang tumbuh positif sebesar 3,80%. Apabila pembangunan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor ini terus dikembangkan melalui perwujudkan pembangunan zona prosesing industri pada koridor ekonomi dan pengimplementasian program-program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Sumatera Barat dalam rencana aksi daerah MP3ESB maka diperkirakan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih cepat lagi sesuai dengan target RPJMD 2015-2020 yang mencapai 7,00% tahun 2019. 

Pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat tahun 2014 dari sisi permintaan didominasi oleh jenis penggunaan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp.69,61 triliun, disusul oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp 39,99 triliun, dan ekspor sebesar Rp.19,95 triliun. Sedangkan jenis pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai Rp.16,46 triliun, untuk jenis konsumsi lembaga swasta mencapai Rp 1,50 triliun. Laju pertumbuhan komponen penggunaan dalam PDRB tahun 2014 yang paling tinggi adalah berasal dari konsumsi swasta sebesar 14,9% konsumsi rumah tangga sebesar 6,2%. Sementara ekspor hanya sebesar 3,4%. Tentunya diharapkan ekspor lebih besar dari impor dan investasi yang lebih dominan adalah pembentukan modal tetap bruto. Kapital stok ternyata mengalami pertumbuhan negatif sebesar 173,3%. Hal ini sebagai salah satu akibat kerusakan akibat bencana banjir dan longsor serta gempa. Oleh karena itu, diharapkan di tahun 2016 nanti upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi resiko bencana alam yang membawa kepada kerusakan infrasruktur yang telah dibangun dapat dikurangi. Pembangunan Sumatera Barat harus dapat memperbesar kapital stok dan pembentukan modal tetap bruto ini, agar ratio investasi dengan output menjadi lebih baik, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan. 

Tanda-tanda terjadinya kontraksi perekonomian (slowdown of growth) terlihat dari menurunnya secara drastis pertumbuhan ekspor pada pertumbuhan triwulan I 2014 terhadap triwulan I (q to q) tahun 2015 sebesar -1,25% menjadi -12,04,6%, pada hal ekspor ini selalu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat setelah konsumsi masyarakat selama ini. Nilai ekspor Sumatera Barat pada bulan Desember 2013 adalah sebesar US$ 196,6 juta (pada nilai FOB), turun menjadi US$ 144,2 juta sehingga berkontraksi negatif sebesar 36,34%. Penurunan terbesar itu terjadi pada negara tujuan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat, bahkan ke negara India yang selama ini menjadi alternatif untuk diversifikasi negara tujuan ekspor juga telah mengalami penurunan sebesar negatif 19,29%.  

Pertumbuhan konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan sebesar 6,5% menjadi 3,0% antara triwulan I sampai dengan IV dari tahun 2013. Konsumsi swasta justru mengalami kenaikan  dari 4,5% pada pertumbuhan triwulan I menjadi 4,7% triwulan IV tahun 2013. Kecuali konsumsi pemerintah pada pertumbuhan triwulan yang sama justru naik dari 5,4% menjadi 11,8%. Selama tahun 2014 konsumsi pemerintah menjadi tumpuan untuk sumber pertumbuhan disamping pengeluaran konsumsi rumah tangga dan net ekspor antar daerah. 

Selanjutnya, dalam memperbaiki kinerja perekonomian di tahun 2015 nanti, dari sisi produksi, maka sektor pertanian dan industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, Jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi haruslah mendapat perhatian lebih besar, karena ke lima sektor inilah yang berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini. Diantara sektor pertanian yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat adalah sub sektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan. Keempat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dalam pengembangan agro bisnis dan bahkan agroindustri. Hal ini sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan di bidang pertanian pada RPJM III tahun 2016 -2020 yang menekankan pada peningkatan kualitas teknis pengelola agribisnis, pengembangan balai-balai penelitian untuk hortikultura dan bahan makanan, pengembangan kawasan agropolitan dan agrocity, pengembangan zona pengolahan ekspor yang semuanya mengarah kepada peningkatan peluang pasar untuk produk industri pertanian, baik pasar di dalam negeri sendiri maupun pasar luar negeri. Diharapkan pada tahun 2016 sebagai tahun awal dari pelaksanaan RPJM III Sumatera Barat 2016-2020  telah berhasilnya upaya peningkatan industri unggulan Sumatera Barat, terutama dari produk pertanian rakyat, dan lebih khusus kepada produk hasil perkebunan, hortikultura, produk industri makanan, dan produk olahan hasil perikanan tangkap, yang selama ini mendominasi peningkatan kualitas perekonomian Sumatera Barat. Produk pertanian unggulan dan industri unggulan ini diharapkan mampu bersaing dengan produk komoditi utama yang dikembangkan pula pada pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera dalam rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan MP3ESB yang juga telah berhasil dibuat oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mensinkronkan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dengan pembangunan ekonomi koridor Sumatera. Peningkatan daya saing produk pertanian yang menjadi andalan ekspor selama ini semakin penting, mengingat akhir tahun 2015 ini dan memasuki tahun 2016 merupakan tahun berlakunya pasar bersama ASEAN melalui gerakan bersama MEA ASEAN 2015 sehingga persaingan komoditi ekspor negara-negara ASEAN akan semakin ketat, sejalan dengan pemberlakuan standardisasi produk ekspor negara-negara ASEAN dengan ASEAN single windows market.
Upaya ke arah pemantapan agrobisnis dan agroindustri pada sektor pertanian dalam arti luas, tentunya memerlukan dukungan dari infrastruktur sosial ekonomi yang cukup memadai, seperti infrastruktur fisik jalan raya menuju kawasan pertanian, farm road pada kawasan-kawasan andalan produk unggulan pertanian yang berorientasi agro-prosesing dan agroindustri. Disamping itu, diperlukan pula pengembangan kelembagaan produksi dan pemasaran produk unggulan pertanian yang mampu menopang ke arah pengembangan agrobisnis dan agro industrinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan standarisasi komoditi ekpor pemasaran produk industri unggulan yang ada, sehingga dapat dengan mudah memasuki pasar bersama ASEAN. Sehingga jika semua ini dapat dilakukan selama tahun 2016, maka ekspor Sumatera Barat dari produk pertanian dan industri pengolahan akan menjadi lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tahun 2016 merupakan tahun yang menentukan apakah Sumatera Barat mampu mempertahankan perubahan struktural perekonomiannya ke arah industri pengolahan yang sudah mulai tercapai tahun 2015 lalu, dan sesuai dengan target RPJM II 2011-2015, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 7,00% tentunya akan terkoreksi jika industri pengolahan dan pertanian perannya belum begitu besar. Oleh karena itu, untuk mencapai keinginan tersebut, maka pelaksanaan program pembangunan di tahun 2016 ini sangat menentukan sebagai titik awal menuju era industrialisasi di Sumatera Barat. Sebab, jika program pengembangan industri unggulan ini tidak dapat dikembangkan mulai tahun 2016, maka akan sulit mewujudkan pertumbuhan ekonomi mendekati 7% itu. Perubahan struktur perekonomian harus sudah dimulai tahun 2016, peran besar sektor konstruksi dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan, harus dapat digantikan oleh sektor industri pengolahan dan jasa. Pada sisi lain, peran besar pengeluaran pemerintah dalam bentuk outonomous investment harus dapat digantikan oleh peran investasi swasta, disamping meningkatnya peran pembentukan modal tetap bruto. 

Pada sisi pengeluaran, komponen konsumsi lembaga swasta yang dapat berupa investasi swasta dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus terus didorong agar peran investasi pihak swasta dalam pembangunan perekonomian Sumatera Barat akan terus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan superstruktur dan infrastruktur perekonomian agar pengeluaran lembaga swasta semakin menguat dalam sistem perekonomian Sumatera Barat ke depan. Pembangunan shortcut jalur kereta api menuju Kota Padang dari Dharmasraya, Lunang Silaut dan dari Simpang Empat Pasaman sangatlah mendesak untuk dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah pembangunan jalan tol Padang - Payakumbuh menuju Riau sebagai pusat pertumbuhan Koridor Sumatera tentu juga harus sudah dapat dilaksanakan di tahun 2016. 

Usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa luar negeri harus terus dilakukan melalui pengembangan industri kreatif dan pariwisata, sehingga permintaan terhadap barang-barang domestik akan semakin tinggi. Besarnya konstribusi impor barang dan jasa terhadap pembentukan nilai PDRB ternyata berasal dari pembelian barang-barang golongan kertas/karton, mesin-mesin mekanik, keramik, serta barang-barang dari besi dan baja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus mampu mengarah kepada perubahan struktural terutama mengembangkan industri penganti substitusi impor ini, sebab komponen konsumsi rumah tangga yang terus meningkat ternyata juga sejalan dengan peningkatan impor. Keadaan ini tentu memperlemah kinerja perekonomian Sumatera Barat di masa depan. Diperkirakan tahun 2016 pertumbuhan ekonomi yang terus melambat karena disebabkan oleh menurunnya eksport dan konsumsi masyarakat, maka untuk meingkatkan kinerja ekspor barang dan jasa dilakukan melalui pembangunan zona prosesing ekspor dan teknopark untuk mendisain teknologi tepat guna dengan terus memberikan dukungan kepada program pengembangan sumberdaya manusia dan inovasi daerah yang dapat diadopsi oleh rumahtangga penghasil barang ekspor. 

Melihat kepada kinerja ekspor yang terus menurun, neraca perdagangan masih surplus tetapi pertambahannya mulai terus menurun, dan terusnya berkembangnya investasi melalui PMTB dan ditambah lagi dengan kebijakan pengetatan keuangan negara tujuan eksport seperti Belanda, New Zeland, Canada dan beberapa negara OECD lainnya diperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditetapkan di RPJM Sumatera Barat 2016-2020 di atas 6,28% akan sulit dapat dicapai, dan tentunya akan terkoreksi sampai 5,8% dengan sejumlah asumsi persyaratan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ini dapat dipenuhi. 

Pertumbuhan ekonomi yang melambat tahun 2016 berkisar antara 5,4 – 5,8 % akan dapat diwujudkan dengan beberapa asumsi: pertama memperbaiki kinerja ekspor Sumatera Barat, melalui pembentukan zona prosesing ekspor, mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan pariwisata di wilayah destinasi pariwisata dan semakin terdistribusinya negara tujuan ekspor, terutama dengan memanfatkan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang dimulai 2015. Nilai tambah dari komoditi ekspor akan semakin lebih tinggi karena diperkenalkannya zona pengolahan ekspor dan dibangunnya Technopark yang menghasilkan teknologi tepat guna di tingkat rumahtangga pengolahan bahan eksport seperti karet dan kakao. Pengembangan teknologi tepat guna untuk peningkatan nilai tambah komoditi ekspor bukan hanya disebabkan oleh adopsi teknologi, tetapi juga berperannya dewan riset daerah dalam menghasilkan teknologi tepat guna bagi pengembangan produk eksport sebagai bagian dari kegiatan risetnya. Disamping itu pengembangan komoditi unggulan berbasis ekspor ini juga harus mempertinggi transaksi perdagangannya dengan pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera seperti dengan Medan, dan Pekanbaru. Kedua investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto yang terus meningkat karena mulai dibangunnya rencana jalan tol antara Padang- Bukittinggi- Payakumbuh – Pekan Baru, pembanguna pelabuhan dan dermaga pintu gerbang ekpsor ini akan menambah kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Sumatera Barat, apalagi investasi diharapkan dari para pengusaha besar yang berasal dari Minangkabau di Rantau, untuk merelokasi usahanya ke kampung halaman, merupakan peluang yang sangat diharapkan untuk mengembangkan sektor riil ekonomi di Sumatera Barat. Ketiga: Peningkatan peran sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 11,7% pada triwulan IV tahun 2013 dan 2014, yang terus meningkat pada triwulan I tahun 2015 sebesar 5,4%. Keempat: Meningkatnya peran konstruksi dalam perekonomian Sumatera Barat, tentunya akan semakin signifikan, setelah dibangunnya jalan tol Padang- Bukittinggi-Payakumbuh menuju Pekan baru, dalam rangka contagion effect dari jika telah dibangunnya jalan tol Sumatera. Diperkirakan akan mendorong semakin meningkatnya kontribusi sektor konstruksi di tahun 2016 nanti, mengingat, keberadaan jalan tol ini, akan membutuhkan prasarana yang komplit seperti rest area, pada kilometer tertentu, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di pinggiran jalan tol. Semuanya tentu akan mempengaruhi sektor konstruksi Sumatera Barat. 

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang terus melambat (slowdown), tahun 2014 telah mencapai 5,9% hal ini masih masih jauh diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun yang sama hanya dimencapai 5,01%, dan diperkirakan menurun sampai tahun 2015 ini  menjadi 5,82% dan akan terus melambat di tahun 2016 menjadi 5,6%. Sehingga jika dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Nasional yang di tahun 2015 di perkirakan tumbuh sebesar 5,2% dan tahun 2016 tumbuh menjadi 5,5%.

Penyusunan program untuk tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari pelaksanaan RPJM Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. Tahun 2016 ini merupakan tahun yang sangat menentukan untuk terjadinya perubahan struktur perekonomian menuju kepada ekonomi yang berbasis industri pengolahan. Selama dua RPJMD 2005-2010 dan RPJMD 2011-2015 telah banyak dilakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada tahun pertama dalam RPJMD III ini hendaknya lebih fokus kepada industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran, pariwisata dan industri kreatif.

Keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Barat selama ini telah dapat terlihat dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat; upah buruh yang terus meningkat, angka kemiskinan yang semakin rendah, terus tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat, semakin tingginya aktifitas perdagangan, hotel dan restoran, serta pergerakan aktifitas jasa-jasa di tengah masyarakat. 

Demikian pula pada sisi penawaran, keberhasilan pembangunan pertanian ditandai dengan semakin besarnya volume produksi barang produk pertanian. Namun keberhasilan perekonomian dalam wilayah sendiri saja tidaklah cukup, karena perekonomian Sumatera Barat sangat tergantung kepada aktifitas perekonomian dari luar, terutama kondisi perekonomian nasional dan perekonomian global umumnya yang tengah mengalami perubahan kearah penurunan pertumbuhan. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah nasional adalah melakukan kebijakan stabilisasi keuangan oleh BI untuk mengurangi defisit current account dan capital account hal ini tentunya akan berdampak kepada capital inflow di dalam negeri sendiri. Pada sisi lain, pemulihan perekonomian Negara-negara tujuan ekspor yang melakukan kebijakan proteksi terhadap komoditi perdagangan Negara berkembang yang belum terstandardisasi produksnya melalui standarisasi yang diatur dalam perdagangan dunia baik oleh WTO maupun Blue Print MEA ASEAN, disamping kebijakan pengetatan keuangan (tight exstrenal financial policy) yang belum dicabut, tentunya akan mengerem laju perdagangan diantara Negara-negara ini dengan mitra dagangnya seperti Negara Indonesia umumnya dan wilayah provinsi Sumatera Barat umumnya, ditambah dengan semakin turunnya trend harga harga komoditi perdagangan dunia, sehingga jalinan dari semua faktor dari dalam negeri dan luar negeri tersebut telah membuat kinerja perekonomian Sumatera Barat akan mengalami perlambatan (slowdown). Kita berharap di tahun 2016 nanti recovery perekonomian global akan mulai membaik.

Tabel berikut memperlihatkan beberapa indikator makro Ekonomi yang telah dicapai selama ini:

Tabel 3.1. 


Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

	Indikator
	Realisasi
	Proyeksi

	
	2013
	2014
	2015
	2016

	A. Pertumbuhan Ekonomi (%)
	6,2
	5,9
	5,7
	5,5 – 5,8

	I. Permintaan
	
	
	
	

	1. Konsumsi Masyarakat
	4,7
	4,2
	0,58
	4.12

	2. Konsumsi Pemerintah
	6,3
	4,7
	1,21
	16,03

	3. Investasi
	7,5
	5,4
	0,51
	4,87

	4. Eksport
	1,6
	3,4
	2,01
	12,95

	5. Impor
	4,7
	7,8
	8,79
	3,43

	II. Penawaran
	
	
	
	

	1. Pertanian
	3,6
	5,9
	5,61
	4,42

	2. Industri Pengolahan
	4,9
	5,4
	4,61
	6,95

	3. Lainnya
	91,50
	88,70
	89,78
	88,63

	
	
	
	
	

	B. Struktur Ekonomi (%)
	
	
	
	

	I. Permintaan
	
	
	
	

	1. Konsumsi Masyarakat
	52,86
	53,34
	55,35
	48.28

	2. Konsumsi Pemerintah
	14,73
	16,17
	18,18
	11,75

	3. Investasi
	20,21
	24,78
	26,89
	28,64

	4. Ekspor
	27,95
	26,10
	29,92
	15,46

	5. Impor
	15,28
	21,50
	31,73
	5,76

	
	
	
	
	

	II. Penawaran
	
	
	
	

	1. Pertanian
	23,01
	21,02
	19,07
	24,77

	2. Industri Pengolahan
	11,15
	13,22
	13,47
	11,31

	3. Lainnya
	65,84
	65,76
	67,46
	63,92

	
	
	
	
	

	ICOR
	3,41
	3,44
	3,35
	

	Penduduk Miskin (%)
	7,56 
	6,89 
	6,95
	6,02

	Tingkat Pengangguran
	7,02 
	6,50 
	5,13
	6,38

	PDRB harga Konstan (Rp Triliun)
	43,91
	49,42
	142,1
	150.4

	PDRB harga Berlaku (Rp Triliun)
	146,89
	167,04
	183,71
	205,45

	PDRB/Kapita (Rp juta)
	25,09 
	32,60 
	35,81
	40,00

	Tingkat Inflasi (y on y)
	4,16
	4.12
	4,08
	

	Investasi (Rp triliun)
	22,26
	11,63
	13,19
	

	Penduduk (juta jiwa)
	5,04
	5,12
	5,18
	

	
	
	
	
	

	Pajak daerah terhadap APBD (%)
	46,12
	
	-
	-

	PAD dan Dana perimbangan terhadap APBD (%)
	97,65
	
	
	-

	Biaya Pendidikan dlm APBD (%)
	
	
	-
	-

	Biaya Kesehatan dlm APBD (%) 
	
	
	-
	-

	Biaya Penelitian dalam APBD (%)
	-
	-
	-
	-


C. Tantangan yang dihadapi 

1. Dorongan pertumbuhan ekonomi ternyata lebih disebabkan oleh konsumsi rumahtangga, dan pembentukan modal tetap bruto, serta industri pengolahan dan impor. Artinya sektor riil ekonomi Sumatera Barat telah bergerak. Pergerakan sektor riil ekonomi masih terasa lambat, yang terlihat dari masih rendahnya realisasi investasi swasta, tetapi industri pengolahan mulai memperlihatkan trend meningkat walaupun masih belum dalam bentuk komoditi unggulan utama produk pertanian, sehingga peningkatan nilai industri pengolahan dapat lebih ditingkatkan lagi melalui pembangunan zona prosesing ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2016 sebesar 5,4 – 5,8% diperkirakan di generate oleh nilai konsumsi rumahtangga, pembentukan modal tetap bruto dan industri pengolahan yang berasal dari komoditi pertanian dengan terbangunnya zona pengolahan ekspor dan terpenuhi infrastruktur pada koridor ekonomi, serta peran autonomous investment yang masih tetap besar, karena pembangunan jalan tol, meskipun dilaksanakan dengan menggunakan sistem investasi public private partnership (PPP), tetapi pembebasan lahan dan fasilitas publik pendukungnya sebagai bagian pemerintah akan semakin besar. Selain itu, pembangunan zona pengolahan ekspor dan technopark pada  ekonomi pusat-pusat koridor ekonomi Sumatera tentunya akan memberikan expectation baru bagi penanaman modal dalam negeri yang berasal dari ekspansi perusahaan perkebunan sawit dan karet dari provinsi tetangga.  

2. Rendahnya peran investasi pihak swasta internal  maupun eksternal wilayah yang tercermin dari rendahnya pertumbuhan konsumsi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya peran investasi pihak lembaga swasta untuk mengerakan sektor riil sangat terkait dengan beberapa hal diantaranya adalah: belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dari hasil laut, bahan tambang, dan bahan galian yang ada, sistem pelayanan publik untuk perizinan usaha dan investasi yang masih menjadi hambatan untuk pengembangan investasi baru. Keamanan sistem property right (secure property right) masih menjadi kendala utama untuk berkembangnya investasi dalam negeri di wilayah Sumatera Barat, sikap beberapa kalangan elemen masyarakat yang menolak investasi swasta dengan dalih ikatan-ikatan primordial juga memberikan andil terhadap rendah investasi swasta di Sumatera Barat.

3. Pengembangan agrobisnis dan agro industri harus sejalan dengan pengembangan zona pengolahan industri produk pertanian di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kawasan –kawasan cepat tumbuh seperti kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh (KAPET), kawasan agropolitan,  kawasan industri manufaktur perkotaan dan zona pengolahan ekspor. Semua kawasan tersebut seyogyanya diintegrasikan dengan pusat pertumbuhan koridor ekonomi Sumatera. Setiap kawasan unggulan yang berbasis pengolahan industri pertanian, harus terkoneksi dengan pusat-pusat unggulan utamanya seperti pusat unggulan Kota Padang, Kota Bukittingi, dan Kota Solok. Sehingga konektifitas secara lokal ini akan membuat semakin kuatnya konektifitas pada tingkat regional yakni koridor ekonomi Sumatera.  

4. Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor dari luar negeri dengan mengembangkan industri kreatif sendiri yang mendukung usaha ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki daya tarik obyek wisata dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sekitar destinasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi budaya lokalnya. 

5. Mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi.

6. Memperkuat peran bisnis daerah sebagai mitra utama dari investor luar daerah. Investasi yang besar akan mengalir ke suatu wilayah dimana terdapat peran bisnis yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Perpaduan bisnis swasta daerah dan BUMD provinsi, kota dan kabupaten adalah instrumen peningkatan investasi baik lokal maupun supra lokal.

7. Memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas teknis pengelolaan agrobisnis dan agro industri dan pengembangan pariwisata. Eksport non migas yang telah memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti, baik volume dan nilainya masih perlu dicermati keberlanjutannya karena dari segi jenis komoditi dan negara tujuan belum banyak mengalami perkembangan. Komoditi eksport dari industri dan pertanian, kualitas dan ketersediaannya masih rendah yang akan mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan eksport tersebut. Sementara itu dibidang pariwisata masih dirasakan kurangnya penataan infrastruktur daya tarik obyek wisata dan pembenahan serta pengadaan sarana dan prasarana untuk perjalanan dan penginapan, serta adanya pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap pariwisata lebih membawa dampak negatif terhadap adat, budaya dan agama. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism) agar lebih diutamakan. 

8. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras, karena masih banyak penduduk miskin yang mempunyai daya beli yang sangat rendah dan perlu mendapat perhatian.

9. Pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015 mengharuskan semua elemen dunia usaha mulai dari petani komoditi ekspor, pedagang dan eksportir harus mampu bersaing menghadapi pesaing baru yang diberi izin masuk dan bebas bea masuk/cukai, sehingga akan terjadi persaingan harga, persaingan kualitas, dan persaingan pelayanan pada konsumen akhir melalui penetapan standar barang dan jasa yang diperdagangkan. Persaingan ini membutuhkan peningkatan keahlian, kualitas, kemampuan melakukan inovasi terhadap produk baik pada produk hilir maupun hulu, yang pada gilirannya akan mengarah kepada efisiensi biaya produksi dan biaya pemasaran, sehingga siapa yang berhasil memenangkan persaingan perdagangan ini adalah siapa yang paling mampu berproduksi secara efisien dan berhasil mengembangkan sistem inovasi produk yang mengarah kepada penguasaan pangsa pasar. Oleh karena itu, tantangan pasar bebas ASEAN 2015 mengugah kemampuan ekonomi Sumatera Barat dalam berkompetisi ditingkat regional, terutama dalam merebut pangsa pasar ekspor ke negara ASEAN seperti karet, sawit, dan barang-barang ekspor lainnya.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Atau kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dalam sub bab ini akan dianilisis arah dan kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh dan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
3.2.1 Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Hasil analisis dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sbb :

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 s/d tahun 2017
	No.
	Uraian 
	Jumlah (.000)

	
	
	Realisasi Tahun (n-3)

	Realisasi Tahun (n-2)

	Proyeksi /Target pada Tahun Berjalan (n-1)
2015
	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
2016
	Proyeksi /target pada Tahun (n+1)
(2017)

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	1.366.178.102
	1.588.005.259
	1.754.687.384
	1.866.290.520
	1.890.151.000

	1.1.1
	Pajak Daerah
	1.085.164.285
	1.262.050.267
	1.395.115.224
	1.417.515.224
	1.419.915.224

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	34.595.713
	13.198.772
	14.387.676
	16.399.792
	16.803.842

	1.1.3
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Sah dipisahkan
	93.871.534
	100.268.220
	68.569.318
	82.420.007
	68.569.925

	1.1.4
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	152.546.568
	212.488.000
	276.615.168
	349.955.497
	364.955.495

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Dana perimbangan
	1.240.879.867
	1.363.493.006
	1.441.568.251
	1.376.828.606
	1.442.768.251

	1.2.1
	Dana bagi hasilpajak/Bagi hasil bukan pajak
	137.015.381
	179.498.500
	157.708.545
	155.700.000
	158.908.545

	1.2.2
	Dana alokasi umum
	1.039.922.511
	1.129.886.306
	1.221.128.606
	1.221.128.606
	1.221.128.606

	1.2.3
	Dana alokasi khusus
	63.941.974
	54.108.200
	62.731.100
	0
	62.731.100

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Lain pendapatan daerah yg sah
	540.782.389
	570.831.662
	755.909.160
	752.328.491
	755.909.160

	1.3.1
	Hibah Swasta
	8.927.774
	9.320.000
	9.320.000
	9.320.000
	9.320.000

	1.3.2
	Dana Darurat
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus
	531.854.615
	557.750.162
	742.282.600
	742.282.600
	742.282.600

	1.3.5
	Hibah Wismp
	
	3.761.500
	4.306.560
	725.891
	4.306.560

	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Pendapatan Daerah
	3.147.840.359
	3.522.329.927
	3.952.164.795
	3.995.447.617
	4.068.921.898


Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 diprediksi naik sebesar 6,36%. Sumber terbesar dari pendapatan asli daerah masih didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak rokok merupakan komponen penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan mulai masuk pendapatan pada tahun 2014.   Pajak daerah diprediksi naik sebesar 1,61%, kenaikan yang hanya sedikit ini disebabkan karena potensi penerimaan pajak tidak mendukung lagi karena objek pajak suda ditentukan undang-undang sedangkan penerimaan dari  pajak rokok hanya bagi hasil yang diserahkan kepada kab/kota sebesar 70%. Bahkan komponen pajak bahan kendaraan bermotor diprediksi turun sekitar 30 milyar atau 8,37% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini karena turunnya harga bahan bakar dalam negeri dari harga yang ditargetkan.
Pada rencana penerimaan retribusi daerah tahun 2016 menunjukan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.2.012.115.500.- atau 13,98%. Peningkatan ini disebabkan antara lain penerimaan retribusi melalui pelayanan kesehatan seperti pelayanan kesehatan mata, kesehatan paru, laboratorium kesehatan, dan retribusi pada pengujian kendaraan bermotor. Dari ke 7 jenis penerimaan retribusi yang dipungut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan meningkatkan penerimaannya pada tahun 2016, tentu ini dipengaruhi juga semakin meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan dimaksud.
Rencana penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp 13.850.691.000.- atau sebesar 20,20%. Penerimaan ini  berasal dari PT.ATS, PT Grafika, PT. Dinamika, Bank Nagari dan PT. Askrida serta PT Balairung. Apabila diperhatikan kondisi dan usaha dari Badan Usaha Milik Daerah belumlah berjalan dan memberikan keuntungan yang baik sebagaimana yang diharapkan tentu akibatnya belum dapat memberikan deviden kepada pemerintah daerah. Bank Nagari dan Balairung serta Jamkrida yang dapat memberikan kontribusi berupa deviden cukup baik kepada pemerintah namun belum juga dapat meningkatkan devidennya dibandingkan tahun sebelumnya.
Rencana penerimaan lain-lain PAD yang sah terjadi peningkatan sebesar Rp.73.340.329.000.- atau 26,51% dari Rp.276.615.168.000.- pada tahun 2015 menjadi Rp.349.955.497.000,- pada rencana tahun 2016. Kenaikan pada komponen ini lebih banyak pada penerimaan dari rumah sakit yang sudah BLUD yaitu rumah sakit daerah Pariaman, HB. Saanin, dan Ahmad Muchtar serta Rumah Sakit Solok. Diprediksi dengan adanya peningkatan penerimaan melalui rumah sakit ini tentu pelayanan serta fasilitas yang tersedia semakin baik.  
Untuk penerimaan pada komponen dana perimbangan adalah merupakan alokasi DAU, DAK dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Penerimaan pada komponen ini merupakan alokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kita hanya menerima yang diberikan oleh pemerintah pusat.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumatera Barat memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, akan tetapi kontriusinya masih relative kecil dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, meskipun demikian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya terus untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai kebijakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi lainnya, dana penyesuain dan otonomi khusus serta bantuan dari pemerintah daerah lainnya.
Kebijakan melalui ekstensifikasi untuk mengembangkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah menetapkan jenis dan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemeritah Daerah Provinsi termasuk penggalian sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga.
Sedangkan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi, Pemerintah Provinsi akan melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Mengevaluasi jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif dan tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang masi berlaku.

2. Memperluas basis dan jenis pelayanan.

3. Peningkatan pelayanan melalui kegiatan :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana dekonsentarsi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau).

b. Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.

c. Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan (mekanisme, persyaratan dan dokumen yang digunakan).

d. Memanfaatkan teknologi informasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

5. Pemberian pengurangan, keringanan dn pembebasan.

6. Peningkatan koordinasi, konsultasi dan diskusi.

7. Penguatan modal daerah dan mengevaluasi kinerja BUMD.

8. Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata-rata perbulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle cost.

9. Mengevaluasi asset daerah yang bersifat ideal dan mengoptimalkan pengelolaannya.

10. Mengevaluasi objek-objek penerimaan Negara yang berbagi hasil dengan daerah (pajak dan non pajak) dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah:

a. Pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2016.

b. Pada belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota diberikan porsi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan yang mengacu kepada pendapatan asli daerah.

c. Terhadap bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diberikan dalam rangka mengtasi kesenjangan fiskal dan diusahakan seefektif mungkin sesuai dengan program propinsi yang harus dilaksanakan ditingkat kab/kota.

d. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh terlalu besar dengan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011  dan diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan bansos.

e. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial.  

Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk :

1. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib seperti pendikan 20% dari APBD, urusan kesehatan 10% dari APBD setelah dikurangi gaji, belanja urusan wajib lainnya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan belanja modal menjadi 30% dari APBD yang lebih banyak difokuskan pada pelayanan dasar serta infrastruktur menunjang  peningkatan ekonomi masyarakat

2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 10 prioritas pembangunan yang sudah disempurnakan dengan mempedomani nawacita yang terdapat dalam RPJM Nasional yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan

3. Menganggarkan untuk program pro rakyat, pro poor melalui dana stimulan, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.  

4. Meningkatkan belanja urusan wajib seperti urusan Lingkungan hidup, urusan penanaman modal, urusan ketenagakerjaan serta, dukungan untuk pengadaan lahan untuk infrastruktur strategis seperti kereta api duku BIM, Padang By Pass, Main Stadium dan lainnya

5. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kantor dan penunjang operasional perkantoran. 

Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut  sebagaimana dituangkan dalam format terlampir:  

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2013 s/d Tahun 2017
	No.
	Uraian 
	Jumlah (.000)

	
	
	Realisasi Tahun 
(n-3)
2013
	Realisasi Tahun (n-2)
2014
	Tahun Berjalan (n-1)
2015
	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)
2016
	Proyeksi pada Tahun (n+1)
2017

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	1.814.736.277
	1.868.531.461
	2.357.524.765
	2.214.528.382.
	2.214.528.382.

	2.1.1
	Belanja pegawai
	622.017.274
	627.833.025
	719.318.017
	719.870.651
	719.870.651

	2.1.2
	Belanja bunga
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Belanja subsidi
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Belanja hibah/BOS
	630.545.014
	591.428.812
	828.850.100
	754.390.100
	754.390.100

	2.1.5
	Belanja bantuan social
	34.559.360
	0
	0
	
	

	2.1.6
	Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	399.938.494
	546.614.465
	639.173.367
	657.893.368
	657.893.368

	2.1.7
	Belanja Bantuan keuangan kepada propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	104.787.678
	97.654.034
	191.643.280
	77.374.263
	77.374.263

	2.1.8
	Belanja Tidak Terduga
	22.888.454
	5.001.123
	5.000.000.
	5.000.000
	5.000.000

	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Jumlah Belanja Langsung
	1.498.423.472
	1.780.667.042
	1.693.603.725
	1.914.206.650
	1.987.680.931

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	108.692.305
	120.527.385
	95.899.797
	
	

	2.2.2
	Belanja Barang dan jasa
	689.327.721
	823.213.053
	893.009.193
	
	

	2.2.3
	Belanja Modal
	700.403.445
	836.926.604
	704.694.734
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C.
	Total Belanja
	3.313.159.750
	3.649.198.504
	4.051.128.491
	4.128.735.033
	4.202.209.314


Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukan bagi belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, belanja bagi hasil pada kabupatan kota yang merupakan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, belanja bantuan keuangan pada kabupaten kota serta belanja tidak terduga.

Rencana belanja pegawai tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar sebesar 6,07% hal ini karena adanya antisipasi kenaikan gaji PNS dan akres serta tambahan untuk kenaikan tunjangan daerah sedangkan belanja lainnya seperti belanja hibah diprediksi sama dengan tahun sebelumnya. Untuk belanja bantuan sosial, bantuan keuangan akan diperkirakan turun dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan untuk pemenuhan belanja modal yang harus dituntut 25% dari APBD sehingga alokasi untuk belanja Hibah dan Bantuan keuangan akan diupayakan akan turun dari tahun sebelumnya,  sedangkan untuk belanja tak terduga diprediksi sama dengan tahun sebelumnya untuk antisipasi kondisi hal-hal kejadian yang diluar dugaan.

Untuk belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan, diperkirakan anggaran untuk membiayai belanja langsung ini naik sebesar 13,03% dari tahun 2015, hal ini untuk mengakomodasi kenaikan belanja modal.
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaraan pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD, dan pada Bank Nagari.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah :

a. Untuk mengantisipasi Silpa, maka diupayakan untuk lebih kecil dari tahun sebelumnya karena semakin efektifnya perencanaan anggaran yang dapat menyerap anggaran lebih besar.

b. Terhadap penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi Car ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.

c.  Untuk pos pembayaran pokok hutang tahun depan dihindari sehingga tidak perlu dianggarkan.

Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan perkiraan pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut :  

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tahun 2009 s/d Tahun 2014
	No.
	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun (n-3)
2013
	Realisasi Tahun (n-2)
2014
	Tahun Berjalan (n-1)
2015
	Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana (n)
	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	286.000.000
	240.276.961
	220.000.000
	200.000.000
	200.000.000

	31.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	286.000.000
	240.276.961
	220.000.000
	200.000.000
	200.000.000

	3.1.2
	Pencairan Dana  Cadangan
	-
	-
	-
	
	

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	-
	-
	-
	
	

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	-
	-
	-
	
	

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	-
	-
	-
	
	

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	118.554.379
	113.408.384
	121.036.304
	66.712.583
	66.712.583

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (investasi) daerah
	35.000.000
	53.919.543
	52.600.000
	50.000.000
	50.000.000

	3.2.3
	Pembayaran pokok utang
	-
	-
	
	
	

	3.2.4
	LPKD
	  25.000.000
	
	
	
	

	3.2.5
	Deposito PT. Rajawali
	  58.554.379
	59.488.840
	63.436.304
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Jumlah Pembiayaan Netto
	167.445.621
	126.868.577
	98.963.696
	133.287.416
	133.287.416


3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pro Growth (Pertumbuhan ekonomi)
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan lagi menjadi indikator seutuhnya untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah juga diikuti oleh menurunnya tingkat kesenjangan, menurunnya kemiskinan, dan meningkatnya pendapatan perkapita. Terdapat 4 (empat) pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment. Secara luas empat pilar inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi inklusif (inclusive economics growth). 

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2010 sebesar 5,94%, merupakan hasil kinerja yang cukup baik, karena sebelumnya pada tahun 2009 hanya mencapai 4,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Sumatera Barat telah mampu memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat bencama alam yang melanda Sumatera Barat. Kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dua tahun berikutnya (2011-2012) kembali memperlihatkan tren yang meningkat. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga cendrung mengalami peningkatan. Jika dibandingkan antara pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan nasional, maka posisi Sumatera Barat pada tahun 2012 dan 2013 mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 6,35% dan 6,18% dan pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 6,26% dan 5,78%. Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Penurunan ini sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang juga cendrung menurun. Kemudian jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, selama periode 2010-2013, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya mampu mencapai target tahun 2011. 
Strateginya :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
b. menciptakan lapangan kerja;

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. meningkatkan kemampuan daya saIng dunia usaha;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan rnenggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Arah kebijakan

1. Meningkatkan nilai ekspor terutama dengan memanfaatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian unggulan dan memperluas negara tujuan ekspor kelompok negara-negara NAFTA dan mendorong peningkatan permintaan internal dan eksternal wilayah. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan Sumatera Barat melalui pengembangan kawasan agrobisnis, agropolitan dan kawasan unggulan industri pengolahan dan harus dapat terkoneksi dengan koridor ekonomi Sumatera.  

2. Mengatasi penganguran dengan menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri.

3. Mengurangi konsumsi barang-barang impor dengan menggunakan produk dalam negeri sendiri melalui peningkatan perdagangan antar daerah.

4. Mengembangkan produk komoditi ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti produk Hortikultura, perkebunan, perikanan, ternak besar dan kecil, industri kerajinan lokal, industri makanan tradisional dan industri garmen lokal.

5. Memperkuat jejaring bisnis lokal dengan badan usaha daerah (BUMD) melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract farming) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global.

6. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governance) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat.

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pro Poor (Kemiskinan)
Kondisi kemiskinan di Sumatera Barat relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata kemiskinan secara nasional. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Sumatera Barat adalah 7,56%. Selama periode 2010-2013 angka kemiskinan terdapat penurunan dibandingkan tahun 2012 yaitu 8,00% dan apabila dibandingkan dengan nasional lebih rendah, nasional adalah 11,37% tahun 2013. Fakta ini menjelaskan bahwa kinerja pemerintah Sumatera Barat dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik. Selama periode tersebut angka kemiskinan di Sumatera Barat terus berkurang bahkan tahun 2012 dan 2013, angka kemiskinan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.5 
Kondisi Kemiskinan di Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2010-2014
	No
	Indikator
	Satuan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Kemiskinan
	
	
	
	
	
	

	
	Sumbar
	%
	9,50
	8,99
	8.00
	7.56
	7.41

	
	Indonesia
	%
	13,33
	12,49
	11,96
	11,37
	11,25

	2
	Garis Kemiskinan
	
	
	
	
	
	

	
	Sumbar
	Rp
	254.432
	276.000
	292.784
	336.606
	349.656

	
	Indonesia
	Rp
	211.726
	233.740
	259.520
	292.951
	302.735


Perkembangan Garis kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan kenaikan angka garis kemiskinan setiap tahun. Pada tabel di atas terlihat bahwa garis kemiskinan di Sumatera Barat relatif lebih tinggi dari nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di Sumatera Barat juga relatif lebih tinggi dari nasional. Walaupun garis kemiskinan cendrung meningkat namun tingkat kemiskinan di Sumatera Barat terjadi sebaliknya. Tentu saja kondisi ini berimplikasi yang positif bagi penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Namun demikian masih banyak penduduk miskin di Sumatera Barat yaitu sebanyak 384.080 jiwa. Penduduk miskin ini terdapat pada wilayah yang tertinggal dan terisolir seperti Kepulauan Mentawai, namun diperkotaan pun masih banyak masyarakat yang dikategorikan miskin. Oleh sebab itu itu pengurangan [image: image2.png]Kode Kab / Kota 2009 2010 2011 2012 2013
Kabupaten
1. |Kep. Mentawai 20,54 19,77 18,85 16,71 15,68
2. |Pesisir Selatan 10,56 10,22 9,75 8,69 8,27
3. |solok 12,15 11,74 11,19 10,04 9,38
4. |sijunjung 9,80 10,45 9,94 8,80 8.26
5. |Tanah Datar 6,93 6,90 6,57 5,96 5.67
6. |Pdg Pariaman 12,41 11,86 11,26 10,13 9.61
7. |Agam 9,86 9,85 9,39 8,44 8,00
8. |50Kota 9,98 10,48 9,96 8,90 8,43
9. |pasaman 12,47 10,97 10,42 9,31 8,78
10. |Solok Selatan 11,66 11,11 10,61 9,38 883
11. |Dharmasraya 11,40 10,57 10,09 8,83 8.23
12. |pasaman Barat 9,61 9,59 9,14 8,05 7,53
Kota
1. |Padang 5,72 6,31 6,02 5,30 5,02
2. [solok 6,76 7,00 6,72 5,88 5,50
3. |sawahlunto 2,42 2,48 2,34 2,17 2,06
4. |pdg Panjang 7,58 7,59 7,25 6,50 6,13
5. |Bukittinggi 6,19 6,82 6,49 5,74 5,40
6. |Payakumbuh 10,15 10,58 10,09 9,00 8.48
7. |pariaman 5,48 5,90 5,66 5,02 4,71
Provinsi 9,45 9,44 8,99 8,19 8,14




angka kemiskinan masih manjadi fokus dan prioritas pada tahun 2015. 

[image: image1]
Staregi pengurangan kemiskinan ini adalah:
a. Mengembangkan pendataan penduduk miskin

b. Membangun gerakan terpadu dalam mengentaskan kemiskinan

c. Meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk miskin

d. Membeikan bantuan bantuan bagi penduduk miskin dalam berbagai bidang

Arah kebijakan adalah :

e. Mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, 

f. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi penduduk miskin, 

g. Memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin

h. Melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin

i. Memberikan bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin

3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pro Job (Pengangguran)
[image: image3.png]Kep. Mentawai 4.03 2.97 5.04 0.40 1.66
Pesisir Selatan 8.09 10.07 9.31 11.06 9.58
Solok 3.04 5.93 4.76 5.72 3.55
Sijunjung 4.2 3.56 4.33 3.77 3.58
Tanah Datar 2.96 3.31 3.46 4.84 3.3

Padang Pariaman 4.86 9.43 7.31 7.41 7.84
Agam 5.56 4.96 3.71 5.46 5.56
Lima Puluh Kota 4.29 4.66 3.09 3.90 2.41

Pasaman 6.91 2.50 3.14 1.54 3.27
Solok Selatan 7.32 8.39 7.33 3.60 4.93
Dharmasraya 3.9 4.06 6.21 5.13 2.94
Pasaman Barat 5.31 5.16 7.29 6.49 8.17
Padang 14.67 16.9 11.48 13.99 12.28
Solok 9.6 11.57 5.31 5.60 6.49
Sawahlunto 14.39 5.65 6.07 6.16 6.38
Padang Panjang 9.23 12.56 7.33 7.07 8.29
Bukittinggi 7.15 8.73 6.93 4.68 3.93
Payakumbuh 6.5 9.76 7.42 7.13 6.36
Pariaman 7.02 14.43 12.69 5.99 10.85




Dari data kesempatan kerja cendrung menunjukkan penurunan peluang dari tahun ke tahun. Tergambar pada tahun 2011 adalah 0,9354 %, tahun 2012 adalah 0,9347 % sedangkan tahun 2013 adalah 0,9301%. Angka ini dihitung bedasarkan ratio antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Kondisi ini sekaligus menunjukkan terjadinya kecendrungan pengurangan kesempatan/peluang kerja di Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Atau dengan kata lain terjadi peningkatan pengangguran di Sumatera Barat jika dibandingkan dengan nasional. Ditandai pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,95% dan nasional 7,14% meningkat pada tahun 2013 sebesar 6,99% dan nasional sebesar 6,25%. Menurunnya peluang/kesempatan kerja bagi penduduk memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas supaya terserap dalam dunia kerja.

Strategi dalam pengurangan tingkat pengangguran ini adalah

a. Meningkatkan kualitas tenaga kerja

b. Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja 

c. Mendorong masuknya investasi padat karya sehingga membuka lapangan kerja

d. Memberikan insentif bagi investor yang menanamkan modalnya yang bergerak pada penyerapan lapangan kerja 

e. Meningkatkan pelatihan, keterampilan dan bantuan  pada masyarakat produktif

f. Meningkatkan kegiatan bursa kerja (job fair)

Arah kebijakannya adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja
b. Menambah lapangan usaha bagi anggkatan kerja

c. Memperbanyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang bersifat padat karya sehingga bisa menampung angkatan kerja
d. Peningkatan Pelatihan, keterampilan dan bantuan pada masyarakat produktif secara terpadu.
3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pro Environment (Lingkungan Hidup)

Pembangunan berkelanjutan yang berwasasan lingkungan merupakan isu yang harus menjadi perhatian serius dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Seringkali dalam rangka mewujudkan dan melestarikan suatu kawasan berbenturan dengan peningkatan ekonomi suatu masyarakat, bagaimana upaya untuk eksploitasi sumberdaya alam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap harus menjaga daya dukung lingkungan sehingga kelestarian tetap terpelihara. Kualitas Lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar serta menerapkan tata ruang yang konsekuen.

Strategi yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan hidup ini adalah :

a. Meningkatkan pemahaman yang sama antar stakeholders.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. 

c. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem.
d. Menurunkan jumlah illegal loging.
Sedangkan arah kebijakannya adalah :

a. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup.
b. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam.
c. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
d. Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
e. Mengamankan hutan dari ilegal loging.
Tabel 3.6


Tingkat Kemiskinan  Menurut Kab/Kota


Tahun 2009-2013 (Kondisi Maret)





Tabel 3.7


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 


Menurut Kab/Kota Tahun 2010-2014 (Agustus)
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